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ABSTRAKSI 

 

Kepemilikan hak atas tanah dapat terjadi karena jual beli, hibah, tukar 

menukar, dan wasiat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak ada  kata yang menyebutkan jual beli, tetapi 

disebutkan sebagai dialihkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normatif. Alasan-alasan yang menjadi dasar bagi pihak ketiga untuk mengajukan 

perlawanan terhadap sita eksekusi di PN Surakarta adalah atas dasar hak milik. 

Pertimbangan hakim dalam putusan mengenai dapatnya pihak ketiga mengajukan 

gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi di PN Surakarta adalah pihak ketiga 

tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena menguasai bidang tanah 

yang diperolebnya melalui perbuatan hukum jual beli.  

 

Katakunci : sita eksekusi, jual beli tanah, sengketa jual  beli tanah 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Land ownership can occur because of the sale and purchase, donation, 

exchange, and will. Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian 

(BAL) there is no mention of the word sale and purchase, but is mentioned as 

diverted.  This study uses normative juridical approach. The reasons are the basis 

for a side third to file opposition to confiscation of execution in Surakarta PN is 

on the basis of property rights. Consideration of the judge in the decision 

regarding the failure by a side third filed opposition to confiscation execution in 

PN Surakarta is the side third has the right to file a lawsuit for control of parcels 

of land obtaining through a legal act of buying and selling, side third feel 

aggrieved by the implementation of the seizure of the execution and resistance. 

 

Keywords:  confiscation execution, sell and purchase of land, dispute sell and 

purchase of land 
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PENDAHULUAN 

Tanah adalah unsur penting yang menunjang kehidupan manusia. Tanah 

berfungsi sebagai tempat tinggal dan beraktivitas manusia. Begitu pentingnya 

tanah, maka setiap orang berusaha untuk memiliki tanah. Kepemilikan hak atas 

tanah dapat terjadi karena jual beli, hibah, tukar menukar, dan wasiat. Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai 

dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang 

disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, 

hibah, tukar menukar, hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan 

kata "dialihkan", termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan 

hak karena jual beli.
1 

Proses jual beli dapat menimbulkan sengketa karena adanya  perbedaan 

nilai,  kepentingan, pendapat dan atau persepsi  antara orang perorangan dan atau 

badan hukum mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau 

status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak 

tertentu.2  Saat proses hukum di pengadilan, penggugat dapat mengajukan 

penetapan semehtara untuk melakukan sita jaminan terhadap aset tanah yang 

disengketakan. Artinya, sita jaminan untuk memastikan agar tuntutan penggugat 

terhadap tergugat dapat dilaksanakan atau dieksekusi, apabila pengadilan 

mengabulkan tuntutan tersebut. 

                                                           
1
 Adrian Sutedi, 2008. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendqftarannya, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal. 76. 
2
 Erna Sri Wibawanti dan R.Murjiyanto. 2013. Hak Atas Tanah dan Peralihannya. 

Yogyakarta: Liberty, hal. 7 
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Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat 

dijaiankan secara sukarela oleh pihak tereksekusi, dan bisa enggan menjalankan 

putusan secara sukarela maka putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa. 

Apabila sebelumnya telah dilakukan sita jaminan, maka setelah adanya putusan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dengan sendirinya 

menurut hukum "berubah kedudukannya menjadi sita eksekusi.  

Permasalahan  lainnya adalah perlawanan dari pihak yang- kalah untuk 

melawan sita eksekusi. Sesuai dengan Pasal 207 HIR/Pasal 225 Rbg, 

dimungkinkan kepada pihak yang dikalahkan untuk dapat mengajukan 

pertawanan terhadap sita eksekusi. Hal ini dapat menghambat dimulainya 

pelaksanaan putusan jika terdapat perintah penangguhan pelaksanaan sita eksekusi 

oleh ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan, atas alasan bahwa barang yang disita 

dan akan dilelang adalah kepunyaan si Pelawan dan bukan kepunyaan orang yang 

telah dihukum oleh Pengadilan.
3 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi 

Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus di PN Surakarta). 

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi 

dasar bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi di 

PN Surakarta, dan (2) Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan 

mengenai dapat tidaknya pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan terhadap 

sita eksekusi di PN Surakarta. 

Metode  pendekatan  penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis akan 

mencari dan menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam suatu 

                                                           
3
 Subekti dan R. Trjitosoedibio, 1992, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 111 
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perundang-undangan dan juga terkandung dari norma hukum yang tidak tertulis 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga dapat diketahui kaidah 

hukumnya mengenai perlawanan yang dapat diajukan oteh pihak ketiga terhadap 

sita eksekusi pada sengketa jual beli tanah di PN. Surakarta. Penelitian ini 

menggunakan sumber data  primer yaitu  interview atau wawancara dan daftar 

pertanyaan. 4 Metode  analisis data kualitatif, yaitu berdasarkan mutu atau kualitas 

data. Bahwa apa yang dapat dari studi pustaka maupun yang dinyatakan oleh 

responden baik secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti 

dan yang dipelajari sebagai suatu yang utuh. Subyek penelitian ini adalah Hakim 

PN Surakarta, juru sita PN Surakarta, dan pihak ketiga yang melakukan gugatan. 

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan lapangan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Alasan-Alasan yang Menjadi Dasar Bagi Pihak Ketiga Untuk Mengajukan 

Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi di PN Surakarta 
 

Adapun sita eksekusi merupakan sita yang dilakukan dalam rangka untuk 

pelaksanaan putusan, dan untuk memperoleh hasil jika eksekusi dilaksanakan 

maupun untuk mencegah yang merasa berkepentihgan atau orang lain untuk 

mengganggunya, eksekusi tentunya tidak dapat dilakukan jika sasarannya tidak 

ada. Dasar hukumnya adalah Pasal 197 ayat (1) HIR, yang menyebutkan bahwa 

"Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga 

memahami keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut tidak datang 

menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan sarat 

supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, 

                                                           
4
 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hal 30. 
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atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang 

dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut 

didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan 

keputusan itu". 

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan atau menjalankan putusan hakim. 

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa 

terhadap pihak yang kalah dalam perkara.
5
 Setiap putusan yang telah dijatuhkan 

harus dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan 

eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah 

ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa. Secara formil, kekuatan 

eksekutorial itu sendiri terletak pada adanya kepala putusan yang berbunyi "Demi 

Keadilan Berdasarkan ke -Tuhanan Yang Maha Esa", dan secara materiil adalah 

isi dari putusan tersebut yang menghukum pihak yang kalah, sehingga putusan 

tersebut dapat dilaksanakan. Namun tidak semua putusan dapat dilaksanakan, 

hanya putusan yang bersifat kondemnator (condemnatoir) saja yang dapat 

dilaksanakan yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung perintah 

kepada pihak yang kalah untuk melakukan suatu prestasi. 

Sita eksekusi yang dilaksanakan dalam contoh kasus peneiitian ini 

didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 14/Eks/2006/PN.Ska 

juncto putusan Pengadilan Purwokerto No. 10/BA.Pdt. Del.EB/2006/PN.Pwt yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Koperasi Serba Usaha 

Artha Megah Surakarta (Tergugat II) telah memenangkan gugatan terhadap Hasan 

Budiman (Tergugat I). Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan sita eksekusi 

                                                           
5
 Djazuli Bachar, 1998, Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan 

Hukum, Jakarta: Akademika Pressindo, hal 9 
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terhadap ke-7 bidang tanah yang telah menjadi jaminan kredit di Koperasi Serba 

Usaha Artha Megah Surakarta. 

Alasan hak milik. Alasan-alasan hak milik dapat menjadi dasar untuk 

melakukan perlawanan terhadap sita eksekusi. Hal ini merujuk pada Pasal 195 

ayat (6) HIR yang menyatakan: "Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga 

dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda 

yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan 

yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada diadili oleh Pengadilan 

Negeri yang mempunyai wiiayah hukum dalam mana tindakan-tindakan 

pelaksanaan tersebut dijalankan". 

Objek perlawanan pihak ketiga {derden verzei) daiam perkara No. 

30/Pdt.Plw/2007/PN.Ska ini adalah putusan pengadilan yang berbentuk putusan 

akhir yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat condemnatoir atau 

putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam putusan tersebut. 

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam kasus ini diajukan oleh Pelawan 

(Opsgat Budi Priambodo) karena adanya permohonan untuk dijalankannya sita 

eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 

14/Eks/2006/PN.Ska juncto putusan Pengadilan Purwokerto No. 10/BA.Pdt. 

Del.EB/2006/PN.Pwt yang dimenangkan oleh pihak Terlawan II. 

Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (derden verzet) dalam kasus ini 

adalah pihak yang merasa berhak atas obyek sengketa dart merasa dirugikan 

dengan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap obyek 

sengketa yaitu bidang tanah beserta sertifikat : pada bukti No. 1 hingga 7. Pihak 



7 
 

 
 

ketiga yang menguasai bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang 

diperolehnya melalui jual beli kemudian melakukan perlawanan terhadap sita 

eksekusi tersebut.6 Dalam kasus ini telah terjadi jual beli antara Terlawan I   

(Hasan Budiman) selaku Penjual atas beberapa bidang tanah dengan Pelawan 

(Opsgat Budi Priambodo) yang selaku Pembeli. Namun jual beli tidak dilakukan 

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga jual beli dilakukan di 

bawah tangan.  

Sesuai dengan tata cara perolehan hak yang dilakukan oleh Pihak Ketiga 

dalam kasus ini yaitu peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Jual beli yang 

dimaksud adalah perbuatan hukum pemindahan hak, dimana si Penjual 

menyerahkan hak atas tanah kepada si Pembeli dan pada saat bersamaan Pembeli 

melakukan kewajibannya dengan menyerahkan ganti rugi berupa uang sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya Pihak Ketiga melalui jual beli 

telah memiliki hak atas tanah tersebut/Selanjutnya tanah yang dibeli Pihak Ketiga 

ternyata telah dijadikan agunan kredit pada Koperasi Serba Usaha Artha Megah 

Surakarta (Terlawan II), sehingga ketika Terlawan I melakukan wanprestasi, maka 

pihak Terlawan II melakukan sita eksekusi atas tanah yang menjadi hak 

tanggungan kredit.   

Alasan hak hipotik. Alasan sedang dijaminkan atau berada di bawah sita 

jaminan adalah merujuk pada perluasan Pasal 195 ayat (6) yang dapat diperluas 

yaitu (1) berdasarkan alasan barang yang hendak dieksekusi dijaminkan kepada 

                                                           
6
 Bernhard Limbong. 2012. Konflik Pertanahan. Jakarta : Margaretha Pustaka. Hal. :48 
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pelawan, dan (2) berdasarkan alasan barang yang hendak dieksekusi sedang 

berada di bawah sita jaminan atau sita eksekusi.7 

Berdasarkan uraian contoh kasus di atas, perlawanan pihak ketiga tidak 

terlepas dari kewenangan relatif suatu pengadilan. Pada prinsipnya derdenverzet 

atau perlawanan pihak ketiga harus diajukan kepada pengadiian negeri yang 

menjalalankan eksekusi. Namun perlawanan pihak ketiga ini tidak dapat menunda 

jalahnya eksekusi kecuali ada perintah pengadilan. Pasal 297 ayat (3) HIR 

mengatakan "Bantahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneraskan hal 

menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua telah memberi perintah, supaya 

ditangguhkan sampai dijatuhkan putusan pengadilan negeri”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa perlawanan pihak 

ketiga selalu menunda eksekusi, maka Pengadilan Negeri Surakarta. harus 

menunggu hasil dari putusan perkara perlawanan pihak ketiga tersebut Maksud 

dari penundaan eksekusi sendiri adaiah untuk menghindari masalah lain yang 

timbul jika eksekusi tetap dilaksanakan, karena ditakutkan justru jika akan 

memperumit permasalahan. Misalkan tanah yang menjadi sengketa telah berhasil 

dijual lelang. kemudian ternyata perkara perlawanan tersebut telah dimenangkan 

oleh pelawan, maka. untuk mengembalikan tanah yang telah dijual lelang tersebut 

kepada pelawan akan menjadi lebih sulit, karena tanah tersebut telah berpindah 

tangan dan tidak dapat kembali dalam keadaan semula, oleh karena itu Pengadilan 

Negeri Surakarta harus menunda eksekusi hingga proses pemeriksaan perkara 

perlawanan pihak ketiga tersebut diputus, dan barulah dapat ditentukan langkah 

selanjutnya. Jika perlawanan dikabulkan maka eksekusi akan ditunda, namun jika 

                                                           
7
 M.Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 315 
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ditolak maka eksekusi akan tetap dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari terjadinya pertentangan antara eksekusi dengan putusan perlawanan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan-aiasan yang 

menjadi dasar pihak ketiga sehingga mengajukan perlawanan terhadap sita 

eksekusi adalah atas dasar hak milik. Perlawanan hanya dapat diajukan oleh 

pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemiiik barang yang disita dan 

atau barang yang disita sedangkan dijaminkan/berada di bawah sita jaminan, 

(namun ini harus dilihat per kasus) sesuai dengan Pasal 195 ayat (6) HIR. 

 

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mengenai Dapat Tidaknya Pihak 

Ketiga Mengajukan Gugatan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi di PN 

Surakarta 

 

Berikut ini diuraikan contoh kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita 

eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta dan memperoleh kekuatan 

hukum tetap dalam putusan No. 30/Pdt.Plw/2007/PN.Ska:  

Para Pihak. (1) Opsgat Bagus Priambodo, S.Psi. dengan alamat 

Tegalmulyo Rt. 001 Rw 008 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

yang memberikan kuasa kepada Wahyu S. Wibowo, SH. Selanjutnya disebut 

sebagai PELAWAN, (2) Hasan Budiman, beralamat di Jl. Dr. Radjiman No, 118 

Rt. 005 Rw 003 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta. Selanjutnya 

disebut sebagai TERLAWAN I, dan (3) Koperasi Serba Usaha Artha Megah 

Surakarta, beralamat di Jl. S. Parman No. 18 Surakarta. Selanjutnya disebut 

sebagai TERLAWAN II. 

Posita. Telah terjadi jual beli antara Pelawan (Opsgat Bagus Priambodo) 

selaku pembeli atas 7 bidang tanah dengan Terlawan I (Hasan Budiman) selaku 

Penjual. Sebagai bukti telah dilakukannya jual beli antara Penjual yaitu Hasan 
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Budiman dan Pembeli yaitu Opsfat Bagus Priambodo di hadapan notaris, maka 

perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam Ikatan Jual Beli Tanah tangggal 28 

Juli 2006 dan surat pelepasan hak tanggal 28 Juli 2006. Perjanjian jual beli tidak 

dilaksanakan di hadapan PPAT atau dilakukan di bawah tangan. 

Namun sebelum dijual kepada Pelawan, pihak Terlawan I telah 

menjaminkan ke-7 bidan tanah tersebut sebagai jaminan kredit kepada Terlawan 

II (Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta) yang tertuang dalam Perjanjian 

Kredit No. SPK/AM-01/-47-05 Tanggal 26 Juli 2005. Dalam perjalanannya, pihak 

Terlawan I wanprestasi sehingga pihak  Terlawan II melakukan eksekusi dan 

lelang atas barang jaminan hutang. Sita eksekusi dilakukan dengan dasar putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta No. 14/Eks/2006/PN.Ska juncto putusan Pengadilan 

Purwokerto No. 10/BA.Pdt. Del.EB/2006/PN;Pwt.  

Sebagai Pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan eksekusi tersebut, 

Pihak Ketiga, yakni Opsgat Budi Priambodo mengajukan perlawanan terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. l4/Eks/2006/PN.Ska juncto putusan 

Pengadilan Purwokerto No. 10/BA.Pdt. Del.EB/2006/PN.Pwt. tersebut. 

Putusan, (1) Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, (2) 

Membebankan biaya perkara kepada Pelawan yang diperhitungkan sebesarRp. 

389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) 

Jual beli dan peralihan hak atas tanah dilakukan di bawah tangan. Awalnya 

terjadi jual beli antara Pelawan (Opsgat Bagus Priambodo) selaku pembeli atas 7 

bidang tanah dengan Terlawan I (Hasan Budiman) selaku Penjual. Sesuai dengan 

tata cara perolehan hak yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam kasus ini yaitu 

peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah 
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perbuatan hukum pemindahan hak, dimana si Penjual menyerahkan hak atas tanah 

kepada si Pembeli dan pada saat bersamaan Pembeli melakukan kewajibannya 

dengan menyerahkan ganti rugi berupa uang sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

Pelawan sebagai pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Pihak 

ketiga yang mengajukan perlawanan (derden verzet) dalam kasus ini adalah pihak 

yang berhak atas obyek sengketa dan merasa dirugikan dengan permohonan 

pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Pihak ketiga yang 

menguasai bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang diperolehnya melalui 

perbuatan hukum jual beli meskipun di bawah tangan (tidak dilakukan di hadapan 

Pejabat Pembuatan Akta Tanah PPAT). 

Pelawan berhak melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan 

dengan tanah yang dihakinya yang menjadi obyek sengketa. Termasuk 

didalamnya mengajukan gugatan perlawanan atas permohonan pelaksanaan 

eksekusi atas tanah yang telah dikuasai oleh Pelawan berdasarkan akta jual beli. 

Pelawan tidak beritikad-baik. Suatu surat di bawah tangan yang dibuat 

dengan memenuhi ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata, yaitu akta di bawah tangan 

harus seluruhnya ditulis dengan tangan si Penandatangan sendiri, atau setidak-

tidaknya, selain tanda tangan, yang ahrus ditulis dengan tanda tangan si 

pandatangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang 

atau uang yang berhutang. Dengan terpenuhinya unsur Pasal 1878 KUHPerdata 

tersebut, maka suatu surat yang dibuat tersebut dapat digolongkan sebagai surat di 

bawah tangan. 
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Surat atau akta di bawah tangan dapat menjadi bukti pada saat terjadi 

sengketa di Pengadilan apabila dalam proses pembuktiaanya harus dilakukan 

dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dipercaya dari 

sekurang-kurangnya dua (2) orang saksi. Fungsi pembuktian akta di bawah tangan 

menjadi kuat dan sempurna sebagai alat bukti dipersidangan yang menyerupai 

kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam kasus ini, Pelawan telah mengajukan 

dua orang saksi namun hal yang disampaikan hanya seputar penguasaan tanah 

oleh pihak Pelawan. Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian jual beli di bawah 

tangan antara Pelawan dan Terlawan I. 

Pertimbangan hakim untuk menolak permohonan Pelawan didasarkan 

pada fakta persidangan yang membuktikan bahwa perjanjian jual beli dan 

peralihan hak atas tanah antara Pelawan dengan Terlawan 1 dilakukan di bawah 

tangan, Pelawan sebagai pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan gugatan 

sebagai pihak yang memiliki hak karena telah membeli dari Terlawan 1 namun 

kepemilikan hak ini tidak diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa Pelawan 

tidak beritikad baik, yaitu: jual beli dilakukan secara sembunyi-sembunyi/di 

bawah tangan. Berdasarkan uraian di atas, konsekuensi dari pembelian tanah dan 

tanah yang statusnya masih terbebani hak tanggungan dengan cara hanya 

membuat perjanjian di bawah tangan walaupun pembelian tersebut telah 

dilakukan secara lunas, menyebabkan tidak dimilikinya kepastian akan status 

kepemilikan tanah tersebut bagi pihak pembeli (pihak ketiga), dikarenakan bukti 
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kepemilikan hak atas tanah masih terbebani hak tanggungan pada kreditur 

(Terlawan II). 

Konsekuensi hukum mengenai hal tersebut adalah berdasarkan Pasal 6 UU 

Hak Tanggungan, yaitu kreditur berhak untuk eksekusi jaminan tersebut apabila 

debitur tidak membayar hutangnya sesuai dengan apa yang djperjanjikan. Dalam 

hal ini pihak kreditur .melakukan sita eksekusi terhadap tanah yang dijadikan hak 

tanggungan karena pihak Terlawan I wanprestasi. Sementara jual beli antara pihak 

ketiga dengan pelawan 1 tidak diakui pengadilan karena dilakukan di bawah 

tangan. Seharusnya:'' apabila pihak ketiga dapat melakukan jual beli dengan 

mengambil alih tanggungjawab hak tanggungan. Pihak ketiga sebagai pembeli 

tanah dapat membayar" lunas hutang debitur sehingga hak tanggungan akan hapus 

dengan hapusnya hutang tersebut (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Hak 

Tanggungan).        

 

PENUTUP 

Kesimpulan 
 

Pertama, alasan-alasan yang menjadi dasar bagi pihak ketiga untuk 

mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi di PN Surakarta adalah atas dasar 

hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa berhak 

menjadi pemilik atas barang yang disita. Apabila pihak ketiga berhasil 

membuktikannya, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan sita 

eksekusi akan diperintahkan untuk diangkat. Selain alasan hak milik, alasan 

hipotek juga dapat menjadi alasan bagi pihak ketiga untuk mengajukan 

perlawanan terhadap sita eksekusi.  
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Kedua, pertimbangan hakim dalam pulusan mengenai dapatnya pihak 

ketiga mengajukan gugatan perlawanan terhadap ska eksekusi di PN Surakarta 

adalah pihak ketiga tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena 

menguasai bidang tanah yang diperolebnya melalui perbuatan hukum jual beli, 

pihak ketiga merasa dirugikan oleh pelaksanaan sita eksekusi tersebut dan 

melakukan perlawanan. Pihak ketiga tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah 

pelawan yang baik, sehingga gugatannya tidak dikabulkan. Pertimbangan hakim 

dalam putusan mengenai tidak dapat diterimanya gugatan pihak ketiga di PN 

Surakarta pada putusan No. 30/Pdt.Plw/2007/PN.Ska adalah karena pihak ketiga 

melakukan jual beli hak atas tanah di bawah tangan (tidak di hadapan PPAT) dan 

pelawan tidak beritikad baik. Jual beli dan peralihan hak atas tanah dilakukan di 

bawah tangan, tidak dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang 

mengurusi tanah (PPAT).  

 

Saran 

Pertama, bagi Pengadilan Negeri. Majelis hakim agar berhati-hati dalam 

mengabulkan permohonan sita jaminan disertai dengan dasar alasan yang kuat dan 

didukung oleh fakta-fakta yang mendasar sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan suatu kekeliruan bahkan kecerobohan 

tindakan hakim. 

Kedua,  bagi masyarakat.  Masyarakat diharapkan berhati-hati dalam 

melakukan jual beli tanah dan lebih memahami tentang hukum jual beli tanah 

yang berlaku saat ini dan memahami juga mengenai proses jual beli.Oleh karena 

pelaksanaan jual-beli tanah pada hakekatnya merupakan salah satu pengalihan hak 

atas tanah kepada pihak lain,yaitu dari penjual kepada pembeli tanah. Proses 
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pelaksanaan tidak mungkin dilaksanakan balik nama, tanpa melibatkan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, maka dalam jual beli hendaknya dilakukan di hadapan 

PPAT serta dibuktikan dengan Akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT.  
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